
KATA PENGANTAR

Segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT  sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Perdagangan ini.

Rencana strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang merupakan dokumen perencanaan dinas, yang memuat visi , misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dalam empat tahun kedepan yaitu 2023-2026 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026, berarti telah mengatur pondasi dan arah kebijakan organisasi untuk meraih pencapaian tujuan dan sasaran dimasa yang akan datang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dibuat, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya penyusunan buku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang ini , kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Menggala,    Maret 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN TULANG BAWANG
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1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

persen 10,10 10,56          10,84      11,23      11,67      11,67        

2 Persentase Peningkatan Alat Ukur, 

Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

(UTTP)  bertanda sah yang berlaku

persen 6,98 8,33            9,62        10,53      11,11      11,11        

3 Nilai SAKIP Dinas Perdagangan nilai 56,87          70,00          75,00      78,00      80,00      80,00        
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[image: image2.emf]  BAB I   PENDAHULUAN   1.1.   Latar Belakang   Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata  cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan ren cana  pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan  tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara  pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan  masyarakat .   Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat  tahapan yakni: (1) penyusunan r encana; (2) penetapan rencana;  (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi  pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara  berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu  siklus perencanaan yang utuh .   Perencanaan Pembangunan   Daerah menghasilkan: a. rencana  pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan  jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan.  Rencana strategis (Renstra) Dinas Perdagangan  Kabupaten Tulang  Bawang  adalah dokumen perencanaan Perangka t Daerah untuk  periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan  teknis operasional yang memuat  tujuan , sasraan,   st r ategi,  kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun  sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan  Kabupaten  Tulang B awang   yang merupakan penjabaran Rencana 

 Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang adalah dokumen perencanaan yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen RPD Tulang Bawang dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Disperindag Provinsi Lampung, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.
Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis Perangkat Daerah. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) dinas yang menjadi dasar/acuan kinerja tahunan.

RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuang Bawang Nomor 14 Tahun 2022, disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, merupakan dokumen transisi dari RPJMD lama ke RPJMD baru setelah nantinya terpilih kepala daerah baru pada 2024.

Berdasarkan RPD tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
 Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026.
1.1. Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan program dan kegiatan selama masa kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD 2017-2022 berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Dinas Perdagangan adalah :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPD yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD;
3. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2023-2026.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
1.2. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang

1.2.
Landasan Hukum

1.3.
Maksud dan Tujuan

1.4.
Sistematika Penulisan

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.
Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah

3.3.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis         
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.  Tujuan dan Sasaran
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII
PENUTUP
BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN 
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan Perdagangan daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum Perdagangan dan rencana strategi daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten dan pemerintah provinsi; 
2. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Perdagangan;
3. Perumusan Standar Operasional Pelaksanaan bidang Perdagangan;
4. Penetapan sistem perizinan dibidang Perdagangan; 
5. Pelaksanaan kerjasama perdagangan; 
6. Pelaksanaan upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif; 
7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten;
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten; 
9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten; 
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten; 

12. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten; 
13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK; 
14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); 
15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen; 
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; 
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa; 
18. Pengawasan barang beredar dan jasa serla penegakan hukum skala kabupaten; 
19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten; 
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten; 
21. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kabupaten; 
22. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan skala kabupaten; 
23. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi; 
24. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber Daya Manusia metrologi skala kabupaten; 
25. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal; 
26. Pelayanan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah; 
27. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten; 
28. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Surveyor Indoesia (SI); 
29. Pembinaan operasional reparatir UTTP; 
30. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang
Undang Metrologi Legal (UUML);
31. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor; 
32. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten; 
33. Monitoring dan pelaporan pelaksanan kebijakan bidang ekspor; 
34. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten; 
35. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang; 
36. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten; 
37. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asai (SKA) dan penelusuran asal barang; 
38. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asai (SKA) penelusuran asal barang di tingkat Kabupaten;
39. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API; 
40. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API; 
41. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan; 
42. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan Internasional; 
43. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan Internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional; 
44. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas; 
45. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard-, 
46. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten; 
47. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten; 
48. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi; 
49. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; 
50. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten. 
51. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perdagangan menyelenggarakan  urusan pilihan pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan. Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawng adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi : 

a) Sub Bagian Tata Usaha;

b) Sub Bagian Hukum, Kerjasama dan Informasi

3. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pengembangan Perdagangan membawahi : 

a) Seksi Pengelolaan Pasar;

b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.

4. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi :

a) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

b) Seksi Pengawasan Perdagangan.

5. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, membawahi :

a) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan;

b) Seksi Pembinaan,Pengelolaan Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan Penting.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian tugas untuk setiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Perdagangan;

b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan;

d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Perdagangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan;

h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Dinas Perdagangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan Aset Dinas Perdagangan;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan;

c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi;

d. Koordinasi dan penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan kerja sama kelembagaan serta penyajian data informasi publik di bidang perdagangan

3. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan Aset Dinas Perdagangan, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan, disiplin pegawai, organisasi, ketatalaksanaan Dinas Perdagangan;

b. Pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi serta rumah tangga Dinas Perdagangan;

c. Pelaksanaan urusan Dinas Perdagangan;

d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, gaji pegawai, tata usaha keuangan Dinas Perdagangan;

e. Pelaksanaan urusan akuntansi Dinas Perdagangan;

f. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program, serta review program di lingkungan Dinas Perdagangan;

g. Koordinasi dan penyusunan, reviu, serta revisi rencana anggaran kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan;

h. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dan kerja sama di lingkungan Dinas;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Hukum, Kerjasama dan Informasi

Sub Bagian Hukum, Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, program, anggaran, telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kerja sama kelembagaan, penyajian data informasi publik dan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Hukum, Kerja Sama dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan;

b. Koordinasi pelaksanaan kerja sama kelembagaan;

c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi publik bidang perdagangan;

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
5. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pengembangan Perdagangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengelolaan pasar dan pengembangan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan rekomendasi izin usaha toko swalayan serta menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten, kampanye pencitraan produk ekspor skala kabupaten dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar Dan Pengembangan Perdagangan Menyelenggarakan Fungsi :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis tentang pengelolaan pasar dan pengembangan perdagangan;

b. Penyusunan program kegiatan di bidang pengelolaan pasar dan pengembangan perdagangan;

c. Penyelenggaraan pendataan objek dan subjek retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

d. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan , dan rekomendasi izin usaha toko swalayan;

e. Identifikasi dan analisis data untuk menyusun rencana pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan perundangan– undangan;
f. Mengelola hasil retribusi dan pendapatan lainnya serta menyetorkannya ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada dinas;

g. Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
h. Menyelenggarakan pelaporan hasil-hasil pendapatan;

i. Melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan dan pengelolaan pasar;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
k. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada Kabupaten;
l. Partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal Kabupaten;
m. Menyelenggarakan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi;
n. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor
6. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar, mempunyai tugas melaksanakan dan menetukan penetapan dan penagihan atas pendapatan asli daerah serta melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis tentang penetapan dan penagihan atas pendapatan asli daerah dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
b. Melaksanakan pendataan pedagang baik pedagang hamparan, los, toko/kios, dan pedagang kaki lima;
c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

d. Pengumpulan data sumber pendapatan pasar dari retribusi sewa toko/los, pemakaian toko/los, kebersihan toko/los, WC Umum dan tempat parkir;

e. Menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

f. Menerima dan melayani surat keberatan atas penetapan retribusi daerah;
g. Melaksanakan penagihan retribusi pendapatan pasar dari retribusi sewa toko/los, pemakaian toko/los, kebersihan toko/los, WC Umum dan tempat parkir serta meyetorkannya ke kas daerah;

h. Menerbitkan surat perjanjian sewa pakai;

i. Menginventarisasi dan melaporkan realisasi penerimaan secara berkala;

j. Melaksanakan pembinaan petugas kebersihan dan keamanan pasar dalam rangka mewujudkan pasar yang bersih, sehat dan nyaman;

k. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada para  pedagang secara berkesinambungan baik pedagang hamparan, los, toko/kios maupun pedagang kaki lima;

l. Melaksanakan pembinaan terhadap perkumpulan/ paguyuban / asosiasi pedagang;

m. Melaksanakan dan menerbitkan pemberian sanksi kepada pedagang/pemilik kios/los sesuai ketentuan yang berlaku;

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta kegiatan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;

o. Menyususn laporan pelaksanaan tugas;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas.
7. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Perdagangan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan menyelenggarakan pameran dagang serta berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal Kabupaten, menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi, dan melakukan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pendampingan dalam pengurusan pendaftaran Kekayaan Intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
b. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat   perbelanjaan , dan rekomendasi izin usaha toko swalayan;

c. Penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

d. Penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;

e. Penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtual);

f. Pengembangan desain produk;

g. Informasi terkait dengan pengembangan ekspor;

h. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, seperti sosialisasi/seminar/adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;

i. Keikutsertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang di dalam dan di luar negeri;
j. Keikutsertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;

k. Kemitraan pelaku usaha;

l. Penyertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;

m. Penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

n. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

o. Pelaksanaan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

p. Pelaksanaan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;

q. Pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;

r. Pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;

s. Monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;

t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Kemetrologian Dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kemetrologian dan 
Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasannya. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);

b. Pelaksanaan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;

c. Pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh Kabupaten sesuai wilayah kerjanya.
9. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang mempunyai tugas Melaksanakan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang menyelenggarakan fungsi :

a. Pemetaan jumlah potensi UTTP; 
b. Pengelolaan cap tanda tera;

c. Penyediaan dan pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian;

d. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang;

e. Pelaporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ke pemerintah pusat;

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Pengawasan Perdagangan

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyuluhan kemetrologian;

b. Pengamatan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran;

c. Penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;

d. Pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;

e. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan Barang Beredar dan Jasa di seluruh Kabupaten;

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga;

g. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kabupaten, pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten, operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten. 


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,  
Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
a.
Pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Kabupaten;

b.
Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kabupaten;

c. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Kabupaten;
d. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten;
e. Pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten;
f. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten;
g. Penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
h. Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan SRG;
i. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan;
j. Menyusun laporan pelaksanakaan tugas;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya
12. Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas Melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;

b. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan;

c. Melakukan pelaksanaan dan monitoring pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi Pembinaan, Pengelolaan Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok 
Seksi Pembinaan, Pengelolaan Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kabupaten dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan melakukan Penyediaan ketersediaan barang, pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten, menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya, pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan, Pengelolaan Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan pedoman manajemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

b. Melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
c. Melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan;

d. Membuat pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
e. Melakukan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan;
f. Penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
g. Monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;
h. Melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
i. Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
j. Penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
k. Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah Kabupaten;
l. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Kabupaten; 

m. Pengawasan dan koordinasi pelaksanaan SRG;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unit Pelaksana Teknis
Unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan;

a. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

b. Jumlah UPTD ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan didukung oleh Pegawai sebanyak 54 orang (laki – laki 20 orang dan perempuan 34 orang) dengan rincian sebagai 
berikut :
Tabel. 2.1.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah

	1
	PNS
	24

	2
	Tenaga Kontrak
	33

	Jumlah
	57


Berdasarkan pangkat dan golongan Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 3 (tiga) golongan I, II dan III. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut :
Tabel. 2.2.
Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan
	No
	Jenis Kepangkatan
	Jumlah

	1
	Golongan II
	3

	2
	Golongan III
	17

	3
	Golongan IV
	4

	Jumlah
	24


Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang menurut tingkat pendidikannya rata-rata adalah S-1. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.3.
Klasifikasi pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Kualifikasi Pendidikan
	Jumlah

	1
	Paca Sarjana (S-2/S-3)
	4

	2
	Sarjana / Diploma IV
	17

	3
	Diploma III
	-

	4
	SLTA
	3

	5
	SLTP
	

	6
	SD
	

	Jumlah
	24


2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4.
Kondisi Aset Dinas Perdagangan

	No
	Uraian
	Jumlah
	Satuan
	Ket

	1.
	Kantor
	2
	unit
	baik

	2.
	Kendaraan Roda Empat
	3
	unit
	baik

	3.
	Kendaraan Roda Dua
	
	unit
	baik

	4.
	Kendaraan Dum Truk
	4
	unit
	2 unit(rusak )

	4.
	Meja Rapat
	2
	unit
	2 unit (rusak)

	5.
	Meja 1 Biro
	2
	buah
	baik

	6.
	Meja ½ Biro
	5
	buah
	baik

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dari tabel berikut ini digambarkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun sebelumnya yaitu periode 2017 – 2022.
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang mengalami beberapa permasalahan bagi terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun permasalahan tersebut adalah:
Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang

	No
	Masalah Pokok
	Rumusan Masalah
	Akar Masalah

	1
	Tata kelola kinerja sektor perdagangan yang belum optimal
	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan
	Database toko, swalayan, toko kelontong, PKL dan gudang yang belum update

	
	
	
	Tata kelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif

	
	
	
	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk

	
	
	
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding

	
	
	
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri


	
	
	
	Identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor

	
	
	Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat
	Turunnya jumlah pengunjung pasar

	
	
	
	Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal

	
	
	
	Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar

	
	
	
	Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal

	
	
	
	Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah

	
	
	
	Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang komprehensif

	
	
	Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal

	
	
	
	Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN

	
	
	
	Database UTTP belum update

	
	
	
	Perlunya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru

	
	
	
	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya

	
	
	
	Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur

	
	
	Birokrasi dan Pelayanan Publik
	Komitmen Pimpinan untuk melakukan Reformasi Birokasi

	
	
	
	Kebutuhan dan pengembangan SDM

	
	
	
	Sistem pengelolaan data dan informasi serta Penerapan IT belum berjalan dengan optimal

	
	
	
	Sistem manajemen kinerja

	
	
	
	Kualitas dialog kinerja, sinergi, dan koordinasi antar unit kerja perlu untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan miscommunication

	
	
	
	Belum adanya penyelarasan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan ketugasan

	
	
	
	harmonisasi perencanaan, penganggaran serta evaluasi belum optimal


3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
Tujuan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah:
1. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya; 
2. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat; 
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan; 
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 
5. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Guna mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pokok pembangunan sebagai berikut:
1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 
2. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya daerah;
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah; 
4. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka; 
5. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan; 
6. Meningkatnya Pemberdayaan kampung; 
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif;
8. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; 
9. Meningkatnya minat baca masyarakat; 
10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 
11. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
12. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak;
13. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
14. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
15. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
16. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, maka fungsi dan tugas Dinas Perdagangan terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah nomor 2 (dua) “Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat” dan tujuan pembangunan daerah nomor 3 (tiga) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Perdagangan wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut : “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi.
Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Guna mendukung terwujudnya visi, Kementerian Perdagangan RI memiliki misi yang sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Misi Presiden dan wakil Presiden terkait langsung dengan tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sustem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator
indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa; 
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; 
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; 
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; 
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK; 
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.
Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020-2024, sebagaimana disajikan dalam tabel:
Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan
	No
	Sasaran 
Renstra K/L
	Faktor

	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1.
	Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Tulang Bawang

	2.
	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya

	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi

	3.
	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
	Pengelolaan SRG belum optimal
	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG

	4.
	Meningkatnya pasar produk dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri yang kurang
	

	5.
	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
	


3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Sementara itu, pengembangan sektor perdagangan di daerah juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pada tabel disajikan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tabel 3.3.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	No
	Sasaran 
Provinsi
	Faktor

	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1.
	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri
	Masih terbatasnya data sektor perdagangan
	Adanya forum trilateral desk antara pemda Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota

	
	
	Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	

	
	
	Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota
	


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032. Pada Bab V Pasal 45 ditetapkan kawasan strategis Kabupaten, diantaranya Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. 
Pengembangan perdagangan perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian. Fasiliitas perdagangan yang berada di pusat pertumbuhan baru kawasan Tulang Bawang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi. Revitalisasi Pasar Rakyat yang berada di kawasan strategis juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. 
Isu KLHS di bidang perdagangan yang mengemuka diantaranya adalah persampahan dan limbah yang ada di pasar serta dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan pusat perdagangan seperti toko swalayan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan perdagangan, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan perdagangan, terdapat beberapa isu penting di Kabupaten Tulang Bawang yang harus mendapat perhatian lebih yang harus segera ditindak lanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis urusan perdagangan yaitu:
1. Optimalisasi Pengawasan usaha perdagangan dan distribusi bahan pokok;

2. Monitoring Informasi harga komoditi pokok masyarakat;

3. Monitoring retribusi/PAD Bidang Pasar;

4. Mewujudkan pasar yang bersih, rapih dan ramah;

5. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;

6. Pengawasan Kebutuhan bahan pokok ;

7. Melaksanakan Operasi Pasar dan Pasar Murah;

8. Monitoring Dan Evaluasi Peredaran Barang dan Jasa;

9. Melaksanakan Koordinasi dan Pengajuan Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;

10. Promosi dan Informasi Perdagangan Melalui Media Pameran;

11. Melaksanakan pendataan alat UTTP dan data UTTP;

12. Terlaksananya Pembangunan pasar tradisional;

13. Pengembangan pasar tradisional (retensi);

14. Pembinaan koordinasi pembangunan pasar.
BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama empat tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam empat tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:.
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Sasaran dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. 
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan tujuan dan sasaran. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inhernt dengan satun tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. 
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaanya. Dalam mencapai pembangunan 4 (empat) tahun kedepan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
	Tujuan 2 RPD 
	:
	Mewujudkan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah secara Optimal Untuk Kesejahteraan Masyarakat

	Sasaran 
	:
	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Perekonomian Daerah

	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	ARAH KEBIJAKAN

	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
	Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan
	Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan
	Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis

	
	
	Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan
	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha

	
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	Peningkatan pelaku usaha perdagangan yang berijin
	Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan

	Tujuan 3 RPD
	:
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan

	Sasaran
	:
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif,Akuntabel dan Inovatif

	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	ARAH KEBIJAKAN

	Mewujudkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DinasPerdagangan
	Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang optimal sesuai prinsip prinsip akuntabilitas
	Meningkatkan disiplin, kualitas, dan profesionalisme SDM Dinas Perdagangan


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan dan sasaran dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dalam tabel 6.1 berikut :.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PDRB perkapita juta rupiah 60,29         63,27          66,41      69,69      73,14     

Meningkatnya PDRB sektor PerdaganganKontribusi sektor Perdagangan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

persen 10,10         10,56          10,84      11,23      11,67     

Meningkatnya perlindungan konsumen 

dan pengamanan perdagangan

Persentase Peningkatan Alat Ukur, 

Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

(UTTP)  bertanda sah yang berlaku

persen 6,98           8,33            9,62        10,53      11,11     

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP)

nilai 63,69         65,55          67,46      69,43      69,43     

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

DinasPerdagangan

Nilai SAKIP Dinas Perdagangan nilai 56,87         60,00          64,00      68,00      70,00     

Meningkatnya Nilai Tambah 

Penyelenggaraan Perdagangan

Mewujudkan akuntabilitas 

kinerja, perencanaan dan 

pengelolaan keuangan Dinas 

Perdagangan 

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan

Kondisi 

Kinerja 

pada Awal 

periode 

RPD 

(2022)

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten
Tulang Bawang
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (6) (6) (8)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah

                61,88  nilai 63,69            65,55            67,46            69,43            69,43           

Nilai SAKIP Dinas Perdagangan                 56,87  nilai 60,00            64,00            68,00            70,00            70,00           

3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase indikator kinerja kegiatan 

Dinas Perdagangan yang tercapai

100,00               persen          100,00  4.255.015.937                100,00  4.322.615.937                100,00  4.443.615.937                100,00  4.636.615.937                100,00  14.963.039.748    

3.30.01.2.01 Kegiatan  Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu

100,00               persen          100,00  30.000.000                     100,00  34.500.000                     100,00  40.000.000                     100,00  45.000.000                     100,00  149.500.000         

3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

6                        dokumen 6 30.000.000            6 34.500.000            6 40.000.000            6 45.000.000            6 149.500.000         

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

5                        laporan 5 30.000.000            5 34.500.000            5 40.000.000            5 5 149.500.000         

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase laporan keuangan yang 

disusun tepat waktu

100,00               persen          100,00  3.487.615.937                100,00  3.492.115.937                100,00  3.502.615.937                100,00  3.517.615.937                100,00  13.999.963.748    

3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

23                      orang 23                 2.809.240.937       23                 2.809.240.937       23                 2.809.240.937       23                 2.809.240.937       23                 11.236.963.748    

3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi 

pelaksanaan tugas ASN

35                      dokumen                 35  648.375.000                          35  648.375.000                          35  648.375.000                          35  648.375.000                        100  2.593.500.000      

3.30.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi SKPD

6                        Dokumen                   6  30.000.000                              6  34.500.000                              6  45.000.000                              6  60.000.000                              6  169.500.000         

3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Persentase ASN yang terlayani dalam 

pengelolaan administrasi kepegawaian

              100,00  persen          100,00  22.000.000                     100,00  24.000.000                     100,00  44.000.000                     100,00  46.000.000                     100,00  48.000.000           

3.30.01.2.05.09 Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

1                        orang 1                   22.000.000            1                   24.000.000            2                   44.000.000            2                   46.000.000            2                   48.000.000           

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan 

administrasi perkantoran

              100,00  persen          100,00  154.576.000                   100,00  171.000.000                   100,00  206.000.000                   100,00  282.000.000                   100,00  813.576.000         

3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan

30                      paket 30                 27.401.000            32                 31.000.000            35                 40.000.000            35                 55.000.000            35                 153.401.000         

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang 

disediakan

3                        paket 3                   13.000.000            3                   15.000.000            4                   18.000.000            4                   35.000.000            4                   81.000.000           

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan 

Penggandaan 

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggandaan ya ng di sediakan

4                        paket 4                   12.175.000            4                   15.000.000            5                   20.000.000            5                   35.000.000            5                   82.175.000           

3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

50                      dokumen 50                 45.000.000            55                 50.000.000            55                 58.000.000            55                 72.000.000            55                 225.000.000         

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD

8                        laporan 8                   57.000.000            10                 60.000.000            12                 70.000.000            12                 85.000.000            12                 272.000.000         

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase  pemenuhan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah

              100,00  persen          100,00  332.694.000                   100,00  350.000.000                   100,00  390.000.000                   100,00  435.000.000                   100,00  1.507.694.000      

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

daya Air dan Listrik

Jumlah paket komponen instalasi listrik 

penerangan bangunan kantor yang di sediakan

                       2  Paket                   2  82.994.000                              2  90.000.000                              2  105.000.000                            2  120.000.000                            2  397.994.000         

3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan 

dan perlengkapan kantor yang di sediakan

                       4  laporan                   4  99.750.000                              4  100.000.000                            5  115.000.000                            5  130.000.000                            5  444.750.000         

3.30.01.2.08.04 Penyediaan  Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor

                       3  laporan                   3  149.950.000                            3  160.000.000                            4  170.000.000                            4  185.000.000                            4  664.950.000         

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjangan Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

yang terpelihara dengan baik

              100,00  persen          100,00  250.130.000                   100,00  275.000.000                   100,00  305.000.000                   100,00  357.000.000                   100,00  1.187.130.000      

3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan 

yang dibayarkan pajak dan perizinannya

4                        Unit 4                   193.150.000          6                   200.000.000          6                   220.000.000          6                   245.000.000          6                   858.150.000         

3.30.01.2.09.02 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya uyang di pelihara 7                        Unit 7                   6.980.000              7                   10.000.000            7                   15.000.000            7                   27.000.000            7                   58.980.000           

3.30.01.2.09.03 Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah saranana dan prasarana gedung 

kantor yang di pelihara

1                        Unit 1                   50.000.000            1                   65.000.000            1                   70.000.000            1                   85.000.000            1                   270.000.000         
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan daerah (RPD). Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang ini ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
[image: image6.emf]Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (6) (6)

PDRB perkapita 60,29                 juta rupiah 63,27            66,41            69,69            73,14            73,14           

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

10,10                 persen 10,56            10,84            11,23            11,67            11,67           

03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Persentase sarana dan prasarana 

perdagangan dikelola dengan baik 

- persen              4,55  183.000.000                       8,70  210.000.000                     12,00  250.000.000                     14,29  295.000.000                     14,29  938.000.000         

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Persentase pasar kabupaten kondisi baik 33,90                 persen 38,98            53.000.000            42,37            60.000.000            47,46            70.000.000            54,24            85.000.000            54,24            268.000.000         

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan

2                        unit 3                   53.000.000            4                   60.000.000            5                   70.000.000            10                 85.000.000            10                 268.000.000         

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan Masyarakat di 

Wilayah Kerjanya



Cakupan kelompok pedagang/usaha 

informal yang dibina

43,17                 persen 44,29 130.000.000          45,10 150.000.000          47,25 180.000.000          48,60 210.000.000          48,60 670.000.000         

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan 

pengendalian kepada pengelola sarana 

distribusi perdagangan

4                        dokumen 4                   60.000.000            4                   70.000.000            5                   85.000.000            6                   100.000.000          6                   315.000.000         

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 

Pengendalian kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

8                        dokumen 8                   70.000.000            8                   80.000.000            10                 95.000.000            10                 110.000.000          10                 355.000.000         

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING

Persentase Barang beredar yang sesuai 

dengan ketentuan

              100,00  persen          100,00  500.000.000                   100,00  560.000.000                   100,00  600.000.000                   100,00  635.000.000                   100,00  2.295.000.000      

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan 

harga dan stok barang kebutuhan pokok 

dan barang penting

6                        pasar                   8  500.000.000                          10  560.000.000                          12  600.000.000                          14  635.000.000                          14  2.295.000.000      

3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 

dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 

(Satu) Kabupaten/ Kota

120                    laporan 120               100.000.000          120               110.000.000          120               130.000.000          120               145.000.000          120               485.000.000         

3.30.04.2.02.02 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 

Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar 

Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak 

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

7                        laporan 7                   400.000.000          7                   450.000.000          8                   470.000.000          8                   490.000.000          8                   1.810.000.000      

Meningkatnya perlindungan 

konsumen dan pengamanan 

perdagangan

Persentase Peningkatan Alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)  

bertanda sah yang berlaku

6,98                   persen 8,33              9,62              10,53            11,11            11,11           

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengakapnnya (UTTP) bertanda sah 

yang berlaku

49,26                 persen 50,85            150.000.000          59,32            170.000.000          67,80            200.000.000          76,27            230.000.000          76,27            750.000.000         

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 

Perlengakapannya (UTTP) yang di tera dan 

tera ulang tahun berjalan

100,00               persen          100,00  150.000.000                   100,00  170.000.000                   100,00  200.000.000                   100,00  230.000.000                   100,00  750.000.000         

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan 

Alat Perlengkapan Ditera Ulang

48                      unit 52                 90.000.000            57                 100.000.000          63                 115.000.000          70                 130.000.000          70                 435.000.000         

3.30.06.2.01.02 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi LegalJumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal 

yang di bina

1.113                 orang 1.113            60.000.000            1.113            70.000.000            1.376            85.000.000            1.376            100.000.000          1.376            315.000.000         
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2023-2026 yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Perdagangan. Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang lebih terukur dan akuntabel. 
Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan program dan kegiatan selama masa kekosongan RPJMD setelah periode RPJMD 2017-2022 berakhir dan sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pada periode berikutnya pada saat pemilukada serentak tahun 2024. 
Dokumen Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
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